PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 19 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBI AYAAN SEKUNDER PERUVAHAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni mbang

a.

Mengi
1.

2.

bahwa dal am rangka neningkatkan kegiatan penbangunan di bi dang
perumahan sebagai sal ah satu upaya penyedi aan perunmahan yang | ayak
dan terjangkau ol en masyarakat, perlu diupayakan tersedi anya dana
yang nenadai nel al ui penbi ayaan sekunder perunahan;

bahwa untuk nendukung upaya penyedi aan dana penbangunan per unahan
secara lebih efektif dan efisien, perlu diatur ketentuan mengenai
penbi ayaan sekunder perunahan;

bahwa ber dasar kan perti nbangan sebagai mana di naksud dal am huruf a dan
huruf b, perlu nenetapkan Peraturan Presiden tentang Penbi ayaan
Sekunder Per unahan;

ngat

Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;

Undang- Uhdang Normor 1 Tahun 1995 tent ang Perseroan Terbatas (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 13, Tanbahan Lenbaran
Negar a Republ i k 1 ndonesi a Nonor 3587);

Undang- Uhdang Normor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Mbvdal (Lenbaran Negara
Republi k Indonesia Tahun 1995 Nonor 64, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k | ndonesi a Nonor 3608) ;

Undang- Uhdang Nonor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lenbaran Negara
Republi k Indonesia Tahun 1992 Nonor 31, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ ik Indonesia Nonor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Uhdang Normor 10 Tahun 1998 (Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a
Tahun 1998 Nonor 182, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 3790) ;

Undang- Uhdang Nonor 19 Tahun 2003 tentang Badan Wsaha MIik Negara
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 70, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4297);

Perat uran Penerintah Nonor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan
(PERSERD (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nonor 15,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Penerintah Nonor 45 Tahun 2001
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonor 68, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4101);

Peraturan Penerintah Nonor 41 Tahun 2003 tentang Pelinpahan
Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan
Perseroan (PERSER), Perusahaan Uhum (PERWN, dan Perusahaan Jawat an
(PERIAN Kepada Menteri Negara Badan Wsaha MIik Negara (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 82, Tanbahan Lenbaran
Negar a Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4305);

MEMUTUSKAN :



Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PEMVBI AYAAN SEKUNDER PERUVAHAN

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

o . bdD P

RR © © N ©

o

13.
14.

15.

16.

17.

18.

Admnistrator Transaksi adalah pihak yang mewakili dan nelindungi
kepent i ngan permegang E ek Beragun Aset;

Aset Keuangan adal ah piutang yang diperoleh dari penerbitan KPR
termasuk hak agunan yang nel ekat padanya.

Bank adal ah bank sebagai nana di naksud dal am Uhdang- Uhdang Per bankan.
Dokuren Transaksi adal ah sel uruh dokunen yang di buat ol eh para pi hak
dal am proses Sekuriti sasi.

Ef ek Beragun Aset adal ah surat berharga yang dapat berupa Surat U ang
atau Surat Partisipasi yang diterbitkan oleh Penerbit yang
penbayar annya t er ut ana ber sunber dari Kunpul an P ut ang.

Kredit Pemlikan Runah (KPR adal ah fasilitas kredit yang diterbitkan
ol eh Kreditor Asal untuk nenbeli runah siap huni.

Kreditor Asal adal ah setiap Bank atau | enbaga keuangan yang nenpunyai
Aset Keuangan.

Kunpul an Piutang adal ah kesel uruhan Aset Keuangan yang dibeli ol eh
Penerbit dari Kreditor Asal.

Kust odi an adal ah |enbaga sebagai mana di naksud dal am Unhdang- Uhdang
Pasar Mdal .

Menteri adal ah Menteri Keuangan.

Penbi ayaan Sekunder Perumahan adal ah penyel enggaraan kegi at an
penyal uran dana | angka nenengah dan/atau panj ang kepada Kreditor Asal
dengan nel akukan Sekuritisasi.

Penodal adal ah orang at au badan penegang Ef ek Beragun Aset.

Penerbit adal ah perusahaan yang nel aksanakan kegi atan Penbi ayaan
Sekunder Perunahan atau SPV.

Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak liquid nenjadi
liquid dengan cara penbelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan
pener bi tan E ek Beragun Aset.

Speci al Purpose Vehicle (Spy) adal ah perseroan terbatas yang ditunj uk
ol eh | enbaga keuangan yang nel aksanakan kegi atan Penbi ayaan Sekunder
Perumahan yang khusus didirikan untuk nenbeli Aset Keuangan dan
sekal i gus nener bi t kan E ek Beragun Aset.

Surat Partisipasi adalah bukti pemlikan secara proporsional atas
Kumpul an Piutang yang dimliki bersama ol eh sejuntah Penodal yang
diterbitkan ol eh Penerbit.

Surat Wang adal ah bukti utang yang dikeluarkan ol eh Penerbit yang
nenber i kan hak kepada penegangnya unt uk nenper ol eh penbayaran sebagai
Penodal .

Vi Amanat adalah wali ananat sebagai nana dinmaksud dal am
Undang- Uhdang Pasar Mbdal .

BAB | |
PEMBI AYAAN SEKUNDER PERUVAHAN

Pasal 2



Penbi ayaan Sekunder Perunahan bertujuan nenberikan fasilitas penbi ayaan
dal am rangka neni ngkat kan kapasi tas dan kesi nanbungan penbi ayaan per unmahan
yang terjangkau ol en nasyar akat .

Pasal 3

Penbi ayaan Sekunder Perumahan dil akukan ol eh suatu | enbaga keuangan yang
didiri kan khusus untuk itu.

BAB I |
MEKAN SVE PEMBI AYAAN SEKUNDER PERUVAHAN

Pasal 4

(1) Penbiayaan Sekunder Perumahan dilakukan dengan cara penbelian
kunpul an Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan sekal i gus penerbitan
E ek Beragun Aset.

(2) HEek Beragun Aset dapat berbentuk Surat Wang atau Surat Parti sipasi.

(3) Eek Beragun Aset harus diperingkat ol eh | enbaga peneri ngkat .

(4 Surat Wang atau Surat Partisi pasi sebagai nana di naksud pada ayat (2)
dapat diterbitkan atas unj uk atau atas bawa.

Pasal 5

Penbel i an kunpul an Aset Keuangan sebagai nana di maksud dal am Pasal 4 ayat
(1) setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari total Aset
Keuangan.

Pasal 6

(1) Dalamhal Eek Beragun Aset berbentuk Surat Wang, |enbaga keuangan
sebagai nana di maksud dalam Pasal 3 nenunjuk SPV untuk nenbel i
kunpul an Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan sekal i gus nenerbitkan
Surat W ang.

(2) Dalam hal Eek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi, |enbaga
keuangan sebagai nana di maksud dal am Pasal 3 nenbeli kunpul an Aset
Keuangan dari Kreditor Asal dan sekaligus nenerbitkan Surat
Parti si pasi .

(3) Hak dan kewajiban SPV sebagai Penerbit diatur dalamperjanjian antara
| enbaga keuangan yang nel aksanakan kegiatan Penbiayaan Sekunder
Per umahan dengan SPV.

Pasal 7

(1) Dalamhal Eek Beragun Aset berbentuk Surat Wang, Kunpul an R utang
ner upakan agunannya.

(2) Dalam hal Eek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi, Kunpulan
P utang nerupakan mlik bersama Penodal yang tidak terbagi.

Pasal 8
Penbel i an kunpul an Aset Keuangan sebagai nana di maksud dal am Pasal 4 ayat

(1) bhanya dapat dilakukan atas Aset Keuangan yang sekurang-kurangnya
nenenuhi persyaratan standardisasi desain, standardisasi dokumen KPR



pedonman analisa risiko, dan pedoman penilaian real estat yang ditetapkan
ol eh | enbaga keuangan sebagai nana di maksud dal am Pasal 3.

Pasal 9

Dana yang diperoleh dari penbelian kunpulan Aset Keuangan sebagai mana
di naksud dal am Pasal 4 ayat (1) hanya dapat digunakan ol eh Kreditor Asal
unt uk penberi an KPR

Pasal 10

(1) Penbayaran atas E ek Beragun Aset kepada Penodal terutana bersunber
dari arus kas yang di perol eh dari Kunpul an P ut ang.

(2) Dalam hal arus kas sebagaimana dinmaksud pada ayat (1) tidak
nencukupi , penbayar an kekurangannya ber sunber dari Pendukung Kredit.

(3) Penbayaran atas Ef ek Beragun Aset sebagai nana di naksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dilaksanakan oleh Wli Amanat, Admnistrator Transaksi,
Kust odi an atau pi hak | ain yang ditunjuk ol en para pi hak dal am Dokuren
Tr ansaksi .

Pasal 11

Lenbaga keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 3 dapat nenunj uk penata
sekuritisasi untuk nengatur dan nenyi apkan proses Sekuritisasi .

Pasal 12
P hak-pi hak dalam Sekuritisasi terdiri dari Kreditor Asal, Penerbit,
Penodal, Penata Sekuritisasi, Wali Anmanat, Admnistrator Transaksi,
Kust odi an, Pendukung Kredit, dan Penberi Jasa.

BAB IV
PEMBI NAAN DAN PENGAVWASAN

Pasal 13

Penbi naan dan pengawasan terhadap kegi atan Penbi ayaan Sekunder Perunahan
di | akukan ol en Menteri .

Pasal 14

Lenbaga keuangan sebagai mana di maksud dal am Pasal 3 wajib nenyanpai kan
| aporan kepada Menteri, berupa:

a. | apor an keuangan triwl anan;
b. | aporan kegi at an usaha senest er an;
C. | apor an keuangan tahunan yang tel ah diaudit Akuntan Publi k.

BAB V
PEND R AN PERUSAHAAN

Pasal 15

(1) Dalam rangka pel aksanaan kegiatan penbiayaan Sekunder Perunmahan,
Penerintah nendirikan perusahaan Penbiayaan Sekunder Perunahan



sebagai | enbaga keuangan sebagai mrana di naksud dal am Pasal 3.
(2) Perusahaan sebagaimana dinmaksud pada ayat (1) berbadan hukum
per ser oan ter bat as.

Pasal 16

Pendirian dan penyertaan nodal negara untuk pendirian perusahaan
sebagai nrana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan sesuai peraturan
per undang- undahgan yang ber | aku.

Pasal 17
Dal am nel akukan kegi atan usahanya, perusahaan wajib nenerapkan prinsip

pengel ol aan usaha yang sehat, neliputi tingkat kewaj aran, transparansi,
akunt abi | i tas, dan pertanggungj anaban.

Pasal 18

Perusahaan dil arang :

a. nel akukan penyertaan | angsung;

b. nel akukan penbel i an saham per usahaan nel al ui pasar nodal .
Pasal 19

Perusahaan dapat nenenpatkan dana dalam bentuk Surat Wang Negara,
Sertifikat Bank Indonesia dan/atau instrunen keuangan |ainnya yang
di tetapkan ol eh Menteri.

BAB M
KETENTUAN LAI N- LA N

Pasal 20

(1) Dalamhal sebagian dari KPR yang diterbitkan ol eh Kreditor Asal pada
saat perusahaan sebagai nana di maksud dal am Pasal 15 beroperasi bel um
nenenuhi persyaratan untuk dibeli perusahaan sebagai nana di naksud
dal am Pasal 8, sehingga nasi h tersedia sej umah dana pada perusahaan,
naka perusahaan dapat menberikan fasilitas pinjaman kepada Kreditor
Asal dengan jamnan Aset Keuangan.

(2) Perjanjian antara Perusahaan dengan Kreditor Asal mengenai penberian
fasilitas pinjaman sebagai nana di maksud pada ayat (1), dilakukan
dengan newajibkan Kreditor Asal untuk nengganti Aset Keuangan yang
penbayar annya tidak |ancar dengan Aset Keuangan yang penbayarannya
| ancar .

(3) Penberian fasilitas pinjanan sebagai mana di maksud pada ayat (1) hanya
dapat dil akukan paling lanma 3 (tiga) tahun sejak perusahaan berdiri.

(4) Jatuh tenpo pinjanan sebagai rana dinaksud pada ayat (1) tidak
nel anpaui | angka wakt u sebagai mana di naksud pada ayat (3).

Pasal 21
(1) Dalam nendukung kegi atan sebagai mana di naksud dal am Pasal 20 ayat

(1), perusahaan dapat nenerbitkan Surat U ang.
(2) Jatuh tenpo Surat Wang sebagai nana di naksud pada ayat (1), tidak



nel anpaui bat as wakt u sebagai mana di naksud dal am Pasal 20 ayat (3).

BAB M |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Presiden ini nulai berlaku, semua peraturan pel aksanaan
yang nengatur tentang Perusahaan Fasilitas Penbi ayaan Sekunder Perunahan,
di nyat akan tidak berl aku.

Pasal 23

Ketentuan | ebi h |anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Peraturan Presiden
ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.
Dr. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2005
MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUS A
ttd.

Or. HAMD AWALLD N

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2005 NOMER 21,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMER 19 TAHN 2005
TENTANG
PEMBI AYAAN SEKUNDER  PERUVAHAN



UMM

Kepem | i kan rumah nerupakan kebut uhan dasar nmanusia yang mutl ak harus
di penuhi ol eh setiap keluarga. Pada kenyataannya, tidak setiap kel uarga
nanpu nenbel i rumah secara tunai. Qeh karena itu, peran |enbaga keuangan
yang dapat nenbantu penyedi aan fasilitas pendanaan mutl ak di but uhkan ol eh
nasyarakat. Selana ini, Bank nerupakan | enbaga keuangan yang ber peran dal am
nenbant u nasyarakat untuk nemli ki runah secara kredit.

Cal am pr akt eknya, dana perbankan unt uk penyedi aan runah secara kredit
nel al ui penerbitan Kredit Pemlikan Runah (KPR yang berj angka panj ang pada
unurmya berasal dari tabungan, giro dan deposito yang nerupakan dana j angka
pendek. Apabila bank nenerbitkan KPR secara terus nenerus dengan penbi ayaan
bersunber pada dana jangka pendek, naka bank akan nengal am kesenj angan
antara sunber dan penggunaan dana (msnatch funding). Untuk nengatasi
per nasal ahan tersebut perlu dil akukan nobilisasi dana jangka panjang guna
nenenuhi kebut uhan penbi ayaan perunahan yang berj angka panj ang pul a.

Segjalan dengan program Penerintah untuk neningkatkan Kkegi atan
penbangunan di bidang perunahan sebagai salah satu upaya penyedi aan
perumahan yang l|ayak dan terjangkau ol en nmasyarakat, perlu diupayakan
tersedi anya dana yang nenadai nel al ui penbi ayaan sekunder perunahan. Unhtuk
nel akukan kegi atan penbi ayaan di naksud, didirikan perusahaan penbi ayaan
sekunder per unmahan.

Sunber penbi ayaan sekunder perunahan di sanping berasal dari nodal
sendiri, juga diperoleh dari penerbitan E ek Beragun Aset dal am bent uk
Surat Uang dan Surat Partisipasi. Dalam rangka penerbitan E ek Beragun
Aset diperlukan adanya Special Purpose Wehicle (SPV) yang nekani snme
pendi ri annya di | akukan sesuai peraturan perundang- undangan yang ber | aku.

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Qukup j el as

Pasal 2
Qukup j el as

Pasal 3
Qukup j el as

Pasal 4
Qukup j el as

Pasal 5
Penbat asan penbelian kunpulan Aset Keuangan di maksudkan untuk
nenenuhi prinsip kehati-hatian.

Pasal 6
Ayat (1)
Calam hal Eek Beragun Aset yang diterbitkan berupa Surat
UWang, naka kepemlikan Kunpulan P utang tersebut berpi ndah



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

kepada Penerbit (SPV).
Dalam operasionalnya, SPV dibatasi pada satu transaksi
sekuritisasi tertentu saja dan dil arang nel akukan kegi atan at au
transaksi |ainnya. Dengan demkian, |enbaga keuangan tersebut
dal am nel akukan transaksi sekuritisasi yang nerupakan kegi atan
Penbi ayaan Sekunder Perunahan tel ah nenenuhi bankruptcy renote
terhadap Kreditor Asal.

Ayat (2)
Dal am proses penerbitan E ek Beragun Aset, kepemlikan Kunpul an
P utang yang tadi nya berada pada Kreditor Asal harus berpi ndah
kepada Penerbit atau Penodal. Dalam hal Penerbit nenebitkan
E ek Beragun Aset berupa Surat Partisipasi, maka kepem|ikan
Kunpul an P utang tersebut berpi ndah kepada Penodal .

Ayat (3)
Qukup j el as

Ayat (1)
Qukup j el as

Ayat (2)
Masi ng- masi ng penbel i / pem ik Sur at Parti si pasi dal am
nel aksanakan haknya terikat pada ketentuan dalam Dokunen
Transaksi yang nengat ur pel aksanaan hak secara bersana, sebagai
konsekuensi kepemlikan bersama, juga nel aksanakan hak
tagi h/ hak eksekusi secara bersana.

8

Penet apan persyaratan bagi Aset Keuangan yang akan dibeli dari
Kreditur Asal ditetapkan ol eh Lenbaga Keuangan yang di bentuk untuk
nel aksanakan kegi atan Penbi ayaan Sekunder Perunahan dal am perjanjian
penbel i an.

9

Penbelian Kunpul an Aset Keuangan dituangkan dalam perjanjian.
Perjanjian tersebut harus nenmuat klausul yang mewsjibkan Kreditor
Asal nenggunakan dana yang di perol eh hanya unt uk penerbitan KPR bar u.

10
Qukup j el as

11
Qukup j el as

12

Pendukung Kredit adalah Kreditor Asal atau pihak lain yaitu

Perusahaan Asuransi, Bank, dan Perusahaan HE ek yang bertujuan untuk

neni ngkatkan kualitas Aset Keuangan. Peningkatan kualitas Aset

Keuangan tersebut harus tercermn pada hasil perneringkatan kredit.

Penberi Jasa adalah pihak yang ditunjuk oleh "Vd&li Amanat atau

Admni strator Transaksi untuk nengurus Aset Keuangan.

Penberi Jasa bertugas:

a. nengat ur, nenproses, nenantau, dan nenagi h Aset Keuangan;

b. neneruskan hasil tagi han sebagai nana dinaksud pada huruf a
kepada Vli Amanat atau Admnistrator Transaksi atau Kustodi an;



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

C. nel aksanakan eksekusi agunan yang nel ekat pada Aset Keuangan;
dan

d. nel aksanakan hal-hal lain sebagai nana dinuat dal am Dokuren
Transaksi .

Dal am hal Penberi Jasa tidak dapat nel aksanakan tugasnya, naka

tugas-tugas tersebut dilakukan oleh Penberi Jasa Cadangan yang

ditunjuk ol eh Penerbit atau VAli Amanat atau Admnistrator Transaksi

yang penunj ukannya di nuat dal am Dokunen Transaksi .

13

Qukup j el as
14

Qukup j el as
15

Qukupj el as
16

Qukup j el as
17

Qukup j el as
18

Qukup j el as
19

Penenpat an dana dal am Pasal ini di maksudkan dal am rangka mnanaj enmen
l'i kui ditas pada i nstrunen keuangan yang anan.

20

Ayat (1)
Pada saat ini, belum semua KPR yang diterbitkan Kreditor Asal
dapat rnenenuhi standardi sasi dokunen, seperti belum adanya
kl ausul yang nenberikan hak untuk nengalihkan kepada pihak
| ain.

Ayat (2)
Untuk nenjaga kesinanbungan arus kas perusahaan untuk
penbayaran Surat Wang yang diterbitkan, nmaka dal am perjanjian
penberian pinjaman antara perusahaan dan Kreditor Asal wgjib
di cant unkan kl ausul yang nenyat akan bahwa apabi |l a terdapat Aset
Keuangan yang tidak |ancar, naka Kreditor Asal wajib nengganti
dengan Aset Keuangan yang | ancar.

Ayat (3)
Qukup j el as

Ayat (4)
Qukup j el as

21

Qukup j el as

22

Qukup j el as



Pasal 23
Qukup j el as

Pasal 24
Qukup j el as
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